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ABSTRAK 
 
 
IMMANUEL G. A. WOGO (B1110310) “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh Bidan”. Di bawah 
bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing pertama dan 
Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing kedua. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya malpraktek medik yang dilakukan oleh bidan. 
serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 
mencegah terjadinya malpraktek medik yang dilakukan oleh bidan 
khususnya  di Kota Makassar. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat di kota Makassar, 
yaitu di Polrestabes Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ikatan 
Bidan Indonesia Kota Makassar dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti 
Fatimah serta penelitian langsung di masyarakat. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus malpraktek medik yang 
dilakukan oleh bidan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni karena 
kelalaian dari bidan, kurangnya pengetahuan dan pengalaman  dari bidan 
itu sendiri, faktor ekonomi, faktor rutinitas dari bidan, dan faktor pelayanan 
kesehatan yang dibeda-bedakan, 
 
Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindakan malpraktek 
yang dilakukan oleh bidan yakni upaya pencegahan yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan kebidanan pada khususnya 
dan pelayanan kesehatan pada umumnya serta upaya pencegahan yang 
dapat dilakukan oleh bidan itu sendiri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tindakan malpraktek medik adalah salah satu cabang kesalahan di 
dalam bidang professional terutama dalam dunia kesehatan. Tindakan 
malpraktek medik yang melibatkan para dokter dan tenaga kesehatan 
lainnya seperti perawat dan bidan terdapat banyak jenis dan bentuknya, 
misalnya kesalahan melakukan diagnosa, salah melakukan tindakan 
perawatan yang sesuai dengan pasien atau gagal melaksanakan proses 
persalinan terhadap pasien dengan baik, teliti dan cermat. 
Di beberapa negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat, 
kasus malpraktek medik juga banyak terjadi bahkan setiap tahun 
jumlahnya meningkat. Keadaan seperti itu tidak jauh berbeda dengan di 
Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini kasus penuntutan terhadap 
dokter maupun tenaga kesehatan lainnya atas dugaan adanya malpraktek 
medik meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan 
disetiap media masa dan elektronik hampir setiap saat memberitakan 
tentang adanya kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh dokter atau 
tenaga kesehatan lainnya baik di rumah sakit di kota besar maupun rumah 
sakit tingkat daerah ataupun di tempat-tempat praktek. 
Seperti halnya dokter, bidan juga sering mendapat sorotan 
mengenai tindakan malpraktek. Dikarenakan selama ada proses 
reproduksi manusia, keberadan bidan di Indonesia sangat diperlukan 
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untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya, sehingga pelayanan 
kebidanan berada dimana-mana dan kapan saja. 
 Bidan dalam melaksanakan tugas profesinya kadang kala diprotes 
oleh masyarakat karena membuat kesalahan atau kelalaian yang 
mendatangkan kerugian bagi pasien yang ditanganinya. Kemungkinan 
terjadinya kesalahan atau kelalaian tersebut, biasanya mendatangkan 
kerugian yang tidak sedikit bagi pasien baik itu yang merupakan kerugian 
fisik, psikis maupun materil. Dimana kerugian fisik yang dapat dialami oleh 
pasien akibat dari tindakan malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat 
mengakibatkan kematian bayi maupun pasien itu sendiri.  
Sesuai dengan hal itu, dewasa ini sering didengar dan dilihat 
kasus-kasus kelalaian pelayanan oleh bidan yang semakin banyak 
bermunculan. Sebagai salah satu contoh kasus malpraktek medik yang 
terjadi di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan sebagai berikut: 
PINRANG - Sanksi etik dijatuhkan kepada dua bidan Puskesmas 
Bunging, Kecamatan Duammpanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi 
Selatan masing-masing Bidan Fitri, dan Bidan Berta, atas kasus 
kelahiran bayi di Duammpanua Pinrang beberapa waktu lalu. Diketahui 
kasus kelahiran bayi di Duammpanua Pinrang, dengan kepala dan tangan 
terpisah dari tubuh janin, menggemparkan warga Pinrang. Akibat kejadian 
tersebut, bidan Bertha dan Fitri, selama beberapa hari menjalani 
pemeriksaan di Satreskrim Polres Pinrang. 
 
"Keduanya hanya dikenakan kode etik. Karena keterangan saksi 
ahli, bayi yang ditanganinya, sudah meninggal dalam rahim sebelum 
proses kelahiran," kata Kapolres Pinrang, AKBP Heri Tri Maryadi, saat 
dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (9/10/2013). 
 
Sebelumnya, lima orang petugas puskesmas Desa Bunging, 
Kabupaten Pinrang diperiksa selama 5 jam oleh penyidik Reskrim Polres 
Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin (30/9/2013) siang hingga sore. 
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Pemeriksaan tersebut, terkait kasus kelahiran seorang bayi dengan 
kepala dan tangan bayi terputus dari badan. 
 
"Berdasarkan laporan keluarga korban soal dugaan malpraktek 
yang dilakukan pihak Puskesmas Desa Bungin, Kabupaten Pinrang, 
karena mengakibatkan kepala dan tangan bayi terlepas saat proses 
persalinan," jelas Kasat Reskrim Polres Pinrang Ajun Komisaris Abdul 
Karim, Senin. 
 
Mereka yang diperiksa polisi antara lain Kepala Puskesmas dr NS 
dan empat petugas, yakni bidan FA, bidan M, bidan SN, dan perawat SM. 
Kelimanya diperiksa secara bersamaan. Abdul Karim menjelaskan, kelima 
petugas puskesmas ini diinterogasi seputar kejadian terlepasnya bagian 
tubuh bayi sebelum dirujuk ke RSU Lasinrang. 
 
"Menurut pengakuan perawat yang diperiksa, kepala bayi memang 
terlepas saat persalinan di Puskesmas Desa Bunging, namun 
sang bayi sudah tidak bernyawa di dalam kandungan," jelas Karim. Polisi 
masih mendalami kasus ini, apakah ada unsur pidana atau tidak. Setelah 
diperiksa, sejumlah petugas puskesmas tersebut enggan disorot kamera 
wartawan televisi. Bahkan kepala puskesmas enggan keluar dari 
ruang penyidik karena takut terkena sorotan kamera wartawan.  
(sumber: http://pontianak.tribunnews.com/2013/10/09/bayi-lahir-dengan-
kepala-dan-kaki-putus-dua-bidan-kena-sanksi-etik). 
 
Selain dari contoh kasus dari pinrang Penulis akan memaparkan 
contoh kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh bidan di Kota 
Makassar yang penulis dapatkan langsung dari korban sebagai berikut: 
Makassar - 10 Desember 2004, ibu Cornelia (37) menjalani proses 
persalinan di Rumah Sakit Stella Maris dengan ditangani oleh seorang 
dokter coas dan seorang bidan. Pada waktu proses persalinan, bidan 
yang membantu dokter dalam proses persalinan tersebut menarik bahu 
bayi pada saat dilahirkan terlalu keras sehingga mengakibatkan lengan 
kanan bayi tidak bergerak pada saat lahir. Melihat adanya kelainan pada 
lengan kanan bayi yang tidak dapat bergerak, pihak keluarga 
mempertanyakan pada bidan yang bersangkutan, kenapa lengan kanan 
bayi kami tidak dapat bergerak. Selanjutnya bidan tersebut hanya  
menjawab “Tidak apa-apa ji itu bu, nanti akan baik sendiri ji”.  
 
Menurut pemaparan dari ibu Cornelia sendiri, bahwa setelah 1 
minggu pasca persalinan, pihak keluarga memperhatikan bahwa lengan 
kanan bayi mereka tidak pernah bergerak sama sekali sehingga pihak 
keluarga memeriksakan bayinya ke dokter, alhasil setelah dilakukan 
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rontogen oleh dokter menyatakan bahwa terdapat retakan tulang pada 
lengan kanan bahu dan siku bayi yang menyebabkan lengan kanan bayi 
tidak dapat digerakkan. Menurut pemaparan dokter bahwa lengan kanan 
bayi mengalami keretakan pada tulang disebabkan karena penanganan 
yang salah pada saat proses persalinan. 
 
Mengetahui bayinya mengalami kelumpuhan pada lengan 
kanannya akibat kesalahan penanganan bidan pada proses persalinan, 
pihak keluarga sama sekali tidak mengambil langkah hukum karena pada 
saat itu pihak keluarga tidak mengetahui apa-apa tentang tindakan 
malpraktek ditambah bahwa bidan dengan dokter yang menangani sang 
ibu pada saat persalinan masih memiliki hubungan keluarga. Sampai saat 
ini kondisi lengan si anak masih belum normal setelah melakukan 2 kali 
operasi dan beberapa kali terapi semenjak si anak dilahirkan. 
 
Dua contoh kasus diatas menggambarkan bahwa berbagai kasus 
dugaan malpraktek yang mencuat saat ini bukan hanya menuduh 
kalangan dokter ataupun bidan kurang berhati-hati, namun juga yang 
dihadapi tenaga kesehatan saat ini dan mendatang adalah masyarakat 
yang mempunyai kesadaran hukum lebih baik.  
Uraian diatas menggambarkan pelaksanaan pelayanan kesehatan 
oleh beberapa pelaku pelayanan kesehatan masih sering mengabaikan 
standar pelayanan medik, etika profesi, sikap kehati-hatian dan hak-hak 
pasien. Di lain pihak, tindakan malpraktek yang dilakukan oleh beberapa 
tenaga kesehatan biasa disebabkan karena ketidakmampuan dari tenaga 
kesehatan tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para 
pasien, begitupun dalam hal bidan yang melakukan malpraktek. 
Melihat pemaparan diatas maka Penulis tertarik untuk mengangkat 
judul dalam penelitian yakni “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP 
MALPRAKTEK MEDIK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 
yang diangkat oleh Penulis pada proposal ini adalah sebagai berikut: 
a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Malpraktek 
Medik yang dilakukan oleh Bidan? 
b. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 
Malpraktek medik yang dilakukanoleh Bidan? 
 
C.Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
Malpraktek Medik yang Dilakukan oleh Bidan. 
b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan mencegah 
terjadinya Malpraktek Medik yang Dilakukan oleh Bidan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi para pihak termasuk pembentuk undang-
undang dalam memformulasikan peraturan-peraturan mengenai 
hukum kesehatan, serta hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus 
yang terjadi terkait dengan malpraktek. 
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2. Manfaat teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum 
kesehatan pada khususnya terutama dalam hal malpraktek yang 
dilakukan oleh bidan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Soejono D (1985:4) mengemukakan bahwa: 
Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata 
yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi 
berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang 
kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya. 
Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang  
memberikan  pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, 
sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi 
kejahatan,yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan 
kejahatan.Seorang Antropolog yang berasal dari Perancis, bernama Paul 
Topinard (Topo Santoso,2003:9), mengemukakan bahwa: 
“Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal 
kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya 
berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos 
yang berarti ilmu pengetahuan”. 
 
  Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan 
tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih 
memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan 
batasannya sebagai berikut : 
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  Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso,2003:9), 
mengemukakan bahwa “Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya” 
Lanjut Paul Moedigdo Meoliono  (Topo Santoso,2003:11) 
memberikan definisi kriminologi: 
“Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan 
masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan 
gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, 
maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna 
kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia”. 
 
Wolffgang Savita dan Jhonston dalam The Sociology of Crime 
and Deliquency (Topo Santoso, 2003 :12) memberikan definisi kriminologi 
sebagai berikut : 
“Kriminolgi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian 
mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, 
pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”. 
Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2003 :12), 
mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah : 
“Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para 
penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan 
secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para anggta masyarakat”. 
Wood (Abd Salam,2007:5),merumuskan definisi kriminologi  bahwa 
“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela 
yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan 
perbuatan tercela itu”. 
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 Berdasarkan rumusan para ahli di atas, Penulis dapat melihat 
penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu - menyelidiki - mempelajari. 
Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah 
mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari 
kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, 
maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan 
kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak 
dapat dipisahkan,hanya dapat dibedakan. 
Menurut Wood (Abd Salam,2007:5), bahwa kriminologi secara 
ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 
1) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum 
Pidana dan Acara Hukum Pidana. 
2) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi 
dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi. 
3) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu 
kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik. 
 
 Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai 
kriminologi, Penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian 
mengenai kejahatan. 
 Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, 
maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut 
kejahatan? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu 
perbuatan yang oleh negara diberi pidana (Misdaad is een ernstige anti 
sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer). Dalam hal 
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pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu 
adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang 
tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana 
masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai 
dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut 
dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi 
hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi 
sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan 
yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis 
merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah 
yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis). 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
  Menurut Topo Santoso (2003:23) mengemukakan bahwa 
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga 
sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya 
kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang 
dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan 
kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan 
jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang 
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya. 
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  Lanjut menurut Topo Santoso (2003 : 12) mengemukakan bahwa 
objek studi Kriminologi meliputi : 
1) Perbuatan yang disebut kejahatan 
2) Pelaku kejahatan 
3) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya 
 
Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru 
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari 
masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut : 
1) Perbuatan yang disebut kejahatan 
a. Kejahatan dari segi Yuridis 
  Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat 
merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan 
lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang 
dikemukakan Rusli Effendy (1978:1): 
“Kejahatan adalahdelik hukum (Rechts delicten) yaitu perbuatan-
perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang 
sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang 
bertentangan dengan tata hukum”. 
  Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana 
yang telah diatur dalan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana) ,yang dinyatakan didalamnya 
sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989:110), 
bahwa : 
“Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan 
adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh 
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hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi 
berupa pidana oleh Negara”. 
Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:3) merumuskan 
kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan 
atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, 
dan tidak boleh dibiarkan.” 
Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo 
Santoso,2003:14): 
“Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh 
negara karena merupakan  perbuatan yang merugikan bagi negara 
dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan  hukum sebagai 
upaya pamungkas”. 
J.E Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan 
sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang 
Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh 
hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”. 
Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum 
pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.  
b. Kejahatan dari segi Sosiologis 
Menurut Topo Santoso (2003:15) bahwa : 
“Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia 
yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki 
berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di 
dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama”. 
Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13) bahwa : 
“Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah 
laku manusia, walaupun  tidak atau bukan ditentukan dalam 
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Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat 
merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang 
dan merugikan masyarakat”. 
  Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang 
Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan 
umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. 
2) Pelaku Kejahatan 
  Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam 
proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan 
dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. 
  Dalam khasanah terminologi orang tidak akan melupakan seorang 
sarjana bernama Cesare Lambrosso(1835-1909). Ia merupakan orang 
pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang 
sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor. 
 Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah 
diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. 
 
B. Pengertian Kesalahan 
  Menurut Simons (Moeljatno, 1993: 158), kesalahan adalah:  
”Adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang 
melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara 
keadaaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang 
sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan 
perbuatan tadi”.  
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  Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggung jawab. 
  Dalam hukum pidana, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat 
diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung 
jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 unsur (Moeljatno, 1993: 164), 
yaitu: 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab. 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa). 
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 
 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang 
diatur dalam hukum pidana (Bahder Johan, 2005: 54), bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari: 
1. Kesengajaan, yang dapat dibagi menjadi: 
a. kesengajaan dengan maksud, dimana akibat dari perbuatan itu 
diharapkan akan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri 
terjadi. 
b. kesengajaan dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau 
kepastian bahwa akibat dari perbuatan itu sendiri akan terjadi, 
atau dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja; 
c. kesengajaan bersyarat sebagai suatu perbuatan yang dilakukan 
dengan disengaja dan diketahui akibatnya, yaitu yang 
mengarah pada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang 
kemungkinan besar terjadi; 
2. Kealpaan, sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, yaitu 
”seharusnya mengetahui atau dapat mengetahui atau menyadari”. 
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 Jadi, kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan 
menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang 
itu sendiri.  
Dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan timbulnya 
kelalaian adalah ”karena kurangnya pengetahuan, kurangnya 
kesungguhan serta kurangnya ketelitian dokter dan atau tenaga 
kesehatan lainnya pada waktu melaksanakan pelayanan medis” (Bahder 
Johan, 2005: 55). 
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam (Bahder 
Johan, 2005: 56), yaitu: 
a. kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak 
perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; 
b. kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat 
dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang 
oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360,361 KUHP. 
 
Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu: 
1. pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut 
hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah 
melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang 
melawan hukum. 
2. pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir 
panjang. 
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3. perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus 
bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. 
Sedangkan menurut S.Schaffmeister (Achmad Ali, 2004: 219), 
skema kelalaian atau culpa yaitu : 
1. Conscious : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono  (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. Dimana 
seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak 
akan terjadi; 
2. Unconscius : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain 
kurang berpikir  (onnadentkend), lengah (onoplettend), dimana 
seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak 
demikian. 
 
  Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak 
melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan 
perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam 
hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila 
pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan 
tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak 
akan melakukannya.  
Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat 
dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan 
mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan 
atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang 
lebih dahulu sudah dipenuhi oleh seorang dokter, perawat maupun bidan. 
Ukuran normatifnya adalah bahwa tindakan dokter dan perawat maupun 
bidan tersebut setidak-tidaknya sama dengan apa yang diharapkan dapat 
dilakukan teman sejawatnya dalam situasi yang sama.  
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C. Malpraktek  Medik 
Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak 
selalu berkonotasi yuridis. Secara harafiah “mal” mempunyai arti “salah” 
sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, 
sehingga malpratek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. 
Meskipun arti harfiahnya demikian, tetapi kebanyakan istilah tersebut 
dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam 
rangka melaksanakan suatu profesi. Sedangkan definisi malpraktek 
profesi kesehatan adalah “kelalaian dari seorang dokter atau tenaga 
keperawatan (perawat dan bidan) untuk mempergunakan tingkat 
kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, 
yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka 
menurut ukuran di lingkungan yang sama” (Valentin v La Society de 
Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956). 
Menurut Black’s Law Dictionary mendefinisikan malpraktek sebagai : 
“Professional misconduct or unreasonable lack of skill” atau “failire 
of one rendering professional services to exercise  that degree of 
skill and learning commonly applied under all the circumstances in 
the community by the average prudent reputable member of 
profession with the result of injury, loss or damage to the recepient 
of those services or to thse entitled to rely upon them”. 
Pengertian mapraktek di atas bukanlah monopoli bagi profesi 
medis, melainkan juga berlaku bagi profesi hukum (misalnya mafia 
peradilan), akuntan, perbankan, dan lain-lain. Pengertian malpraktek 
medik menurut World Medical Association (1992) adalah: 
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“Medical practice involves the physician’s failure to conform to the 
standard of care for treatment of patient’s condition, or lack of skill, 
or negligence in providing care to the patient, which is the direct 
cause of an injury to the patient”. 
Selain pengertian diatas definisi lain dari malpraktek adalah 
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam 
melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut 
pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. 
  Menurut M.Jusuf  Hanafiah & Amri Amir (1999: 87), malpraktek 
adalah: 
”Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat 
keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati 
pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang 
sama. Yang dimaksud kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati, 
yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati 
melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang 
seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam 
situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan 
tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medis (standar 
profesi dan standar prosedur operasional)”.  
 
Lebih lanjut dari M.Jusuf  Hanafiah & Amri Amir (1999: 87), yaitu: 
1. Adanya unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan   dalam menjalankan profesinya; 
2. Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan standar prosedur 
operasional; 
3. Adanya luka berat atau mati, yang mengakibatkan pasien cacat 
atau meninggal dunia; 
4. Adanya hubungan kausal, dimana luka berat yang dialami pasien 
merupakan akibat dari perbuatan dokter yang tidak sesuai dengan 
standar pelayanan medis. 
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 Contoh-contoh malpraktek adalah ketika seorang dokter atau 
tenaga kesehatan: 
a. Meninggalkan kain kasa di dalam rahim pasien; 
b. Melupakan keteter di dalam perut pasien; 
c. Menunda persalinan sehingga janin meninggal di dalam kandungan 
ibunya; 
d. Menjahit luka operasi dengan asal-asalan sehingga pasien terkena 
infeksi berat; 
e. Tidak mengikuti standar profesi dan standar prosedur operasional. 
 
Jadi secara umum dalam dunia kesehatan istilah malpraktek medik 
bukan hanya ditujukan pada profesi seorang dokter tetapi juga dapat 
dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi di bidang pelayanan 
kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan. Didalam PP No.32/1996 
tentang Tenaga Kesehatan, yaitu dalam Pasal 2 Ayat (1) ditentukan 
bahwa tenaga kesehatan terdiri dari :  
1. Tenaga medis  
2. Tenaga keperawatan  
3. Tenaga kefarmasian  
4. Tenaga kesehatan masyarakat  
5. Tenaga gizi  
6. Tenaga keterapian fisik  
7. Tenaga keteknisan medis.  
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Orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan mungkin 
saja melakukan tindakan malpraktek medik. Jadi tidak hanya profesi 
dokter saja. Misalnya tenaga keperawatan yang terdiri dari perawat dan 
bidan. Mereka juga mungkin melakukan tindakan malpraktek medis 
karena perawat maupun bidan juga sama seperti dokter yang profesinya 
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
Sedangkan dalam tata hukum Indonesia tidak dikenal istilah 
malpraktek, pada undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan 
disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter sedangkan dalam 
undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran dikatakan 
sebagai pelanggaran disiplin dokter. Sehingga dari berbagai definisi 
malpraktek diatas dan dari kandungan hukum yang berlaku di Indonesia 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pegangan pokok untuk membuktikan 
malpraktek yakni dengan adanya kesalahan tindakan profesional yang 
dilakukan oleh seorang dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya ketika 
melakukan perawatan medik dan ada pihak lain yang dirugikan atas 
tindakan tersebut. 
 
D. Bidan   
1. Pengertian Bidan  
Definisi bidan menurut Internasional Conpederation of Midwives 
(ICM) ke 27, bulan Juli 2005, yang diakui oleh WHO dan Federation of 
International Gyneccologist Obstetrition (FIGO), “Bidan adalah seseorang 
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yang telah mengikuti program pendidikan bidanyang diakui di negaranya, 
telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk 
didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk 
melakukan praktek bidan. 
Keberadaan bidan di Indonesia  sangat diperlukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya. Pelayanan kebidanan 
berada dimana-mana dan kapan saja selama ada proses reproduksi 
manusia. 
Ada beberapa pengertian tentang bidan. Dari berbagai pengertian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa bidan adalah profesi yang khusus, 
dinyatakan suatu pengertian bahwa bidan adalah orang pertama yang 
melakukan penyelamat kelahiran sehingga ibu dan bayinya lahir dan 
selamat. Tugas yang diemban oleh bidan, berguna untuk kesejahteraan 
manusia. 
Bidan juga dinamakan midwife atau pendamping istri. Kata bidan 
berasal dari bahasa sansekerta “Wirdhan” yang artinya “Wanita 
bijaksana”. 
Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. 
2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program 
pendidikan, yang ditujukan untuk maksud profesi yang 
bersangkutan. 
3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. 
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4. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai dengan 
kode etik yang berlaku. 
5. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam 
menjalankan profesinya. 
6. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan 
yang diberikan. 
7. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan 
kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh 
anggotanya. 
Dari pernyataan diatas terlihat bahwa bidan mempunyai tugas 
penting dalam memberikan bimbingan, asuhan dan penyuluhan kepada 
ibu hamil, persalinan, nifas dan menolong persalinan dengan tanggung 
jawabnya sendiri serta memberikan asuhan pada bayi yang baru lahir. 
Asuhan ini berupa tindakan pencegahan, deteksi kondisi abnormal 
ibu dan anak, usaha mendapatkan bantuan medik dan melaksanakan 
tindakan kedaruratan di mana tidak ada tenaga medis. Dia mempunyai 
tugas penting dalam pendidikan dan konseling tidak hanya untuk klien, 
tetapi juga keluarga dan masyarakat. Tugas ini meliputi pendidikan 
antenal, persiapan menjadi orang tua dan meluas ke bidang tertentu dari 
gineklogi, keluarga berencana dan asuhan terhadap anak. 
2. Peran Dan Fungsi Bidan 
Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab 
dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan 
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dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan 
masa nifas, memimpin persalinan atas taanggung jawab sendiri dan 
memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini 
mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi 
komplikasi kepada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan 
lainyang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. 
Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan 
kesehatan, tidaka hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga 
dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan 
persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan 
perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi. 
Bidan dapat praktek di berbagai tatanan pelayanan, termasuk 
dirumah, masyarakat, rumah sakit, klinik atau unik kesehatan lainnya. IBI 
menetapkan bahwa bidan indonesia adalah seorang perempuan yang 
lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi 
di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan 
kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat 
lisensi untuk menjalankan praktek kebidanan. 
 
E. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
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pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, 
sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab 
pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan 
orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya 
perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat 
kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang 
belum dapat dipecahkan sampai sekarang. 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa : 
“Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) 
faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
kecerobohan, dan keteransingan), dan (2) faktor situasional, seperti 
situasi konflik, faktor tempat dan waktu”. 
 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan 
sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, 
seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang 
dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang 
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tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan 
dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, 
tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab 
kejahatan secara teoritis ilmiah. 
Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke 
Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi 
aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa 
senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik 
dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk 
memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, 
setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan 
kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun 
dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan 
bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
Sementara itu Bentham (Weda, 1996:15) menyebutkan bahwa the act 
which i think will give me mosi plesseru. Dengan demikian, pidana yang 
berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan 
diperoleh. 
Aliran kedua adalah kartographik para tokoh aliran ini antara lain 
Quetet dan Querry. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke 
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Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada 
wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini 
berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi 
sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determinisme ekonomi (Bawengan, 1974:32). Menurut para tokoh aliran 
ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang 
diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan 
faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan. 
Aliran keempat adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin. Mental tester, dari psikiatrik yang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai 
asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada 
sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu 
berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat 
kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi 
dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain 
yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut 
(Dirjosisworo, 1994:32). 
Ketiga kelompok tipologi ini berbeda satu dengan yang lainnya 
dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan 
penjahat. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang 
27 
 
dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa “criminal is born not 
made” (Bawengan, 1974). 
Ada beberapa proposisi yang di kemukakan oleh Lambroso, yaitu :  
1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda,  
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak 
yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, 
rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit tanda 
ada bersamaan jenis tipe penjahat, tiga sampai lima diragukan dan 
di bawah tiga mungkin bukan penjahat,  
3. Tanda-tanda lahirilah ini bukan merupakan penyebab kejahatan 
tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai perilaku kriminal.Ciri-ciri ini merupakan pembaharuan 
sejak lahir,  
4. Karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar dari 
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak 
memungkinkan, dan  
5. Penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks 
dapat dibedakan oleh tanda tertentu. 
Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental 
tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut 
Goddart (Weda, 1996:18), setiap penjahat adalah orang yang 
feeblemindedness (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini 
tidak dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak 
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merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan 
kejahatan. 
Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih 
menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan emosional. 
Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu 
pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu daripada kepribadian 
seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh 
jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-
situasi sosial. 
Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan 
memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai “a function of 
environment”. Tema sentral aliran ini adalah “that criminal behaviour 
results from the same processes as other social behaviour”. Bahwa proses 
terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, 
termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah 
Sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam 
lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai 
cara. 
Munculnya teori Asosiasi diferensial oleh Sutherland ini didasarkan 
pada sembilan proposisi (Atmasasmita, 1995:14-15) yaitu : 
a) Tingkah laku kriminal dipelajari 
b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain 
dalam suatu proses komunitas. 
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c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu 
terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat. 
d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk 
(a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang 
sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-
dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap. 
e) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari 
melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia 
menguntungkan atau tidak. 
f) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang 
menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi 
yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum. 
g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari 
frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya. 
h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan 
pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme 
yang ada di setiap pembelajaran lain. 
i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah 
laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan 
nilai-nilai yang sama. 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. 
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Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab 
utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian 
label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu 
pada masyarakatnya (Dirdjosisworo, 1994:125). 
Lemert (Purnianti, 1994:123) menunjukkan adanya hubungan 
pertalian antara proses stigmatisasi, penyimpangan sekunder dan 
konsekuensi kehidupan karir pelaku penyimpangan atau kejahatan. Yang 
diberi label sebagai orang yang radikal atau terganggu secara emosional 
berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan 
perannya. 
Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah 
pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, 
dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam 
setiap masyarakat (Sahetapy, 1992:37). Aspek budaya dan faktor 
struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis 
sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini 
berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh 
luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua 
elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam 
masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat 
dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural 
dalam masyarakat yang bersangkutan. 
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F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 
dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat 
pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
penga dilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik 
pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang 
mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnagels (Arief, 1991:2) upaya penanggulangan 
kejahatan dapat ditempuh dengan cara : 
a. Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.  
b. Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
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Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku 
kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman 
atau shock therapy kepada masyarakat. 
c. Influencing views of society on crime and punishment (mas media 
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat mas media). 
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman 
hukumannya. 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Darmawan, 1994:4) 
memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha 
yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk 
memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus 
untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik 
melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 
kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 
kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
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bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 
(Sudarto, 1981:114). 
Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991:4), ketimpangan 
sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya 
penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 
merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
  Pada penyusunan skripsi ini Penulis melakukan penelitian di 
Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ikatan Bidan Indonesia 
Makassar, Polrestabes Makassar serta Penulis melakukan penelitian 
langsung dilapangan atau korban malpraktek. Untuk menambah bahan 
dan data tentang malpraktek, Penulis melakukan penelitian pustaka 
dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-
undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan tindakan 
malpraktek yang dibahas oleh Penulis.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Jenis data yang diperoleh ada dua macam: 
a) Data primer berupa data yang diperoleh Penulis melalui 
wawancara dengan bidan pada Rumah Sakit dan penelitian 
secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
masalah malpraktek yang Penulis bahas dalam skripsi ini. 
b) Data sekunder berupa data yang diperoleh Penulis dari 
bahan   dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang 
berhubungan dengan Penulisan skripsi. 
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2. Sumber data 
          Sumber data yang diperoleh Penulis bersumber dari: 
a) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara 
langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak 
yang terkait dengan tindakan malpraktek yang pernah terjadi 
di Rumah  Sakit ataupun langsung di tengah masyarakat. 
b) Penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang 
dilakukan dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, 
peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber 
lainnya yang terkait dengan tindakan malpraktek yang 
dibahas oleh Penulis. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
   Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan 
penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan 
sebagai berikut: 
1) Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung 
melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap 
bidan pada Rumah Sakit serta Pihak-pihak lain yang tahu dalam 
hal malpraktek. 
2) Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang 
terdapat di Rumah Sakit atau instansi terkait. 
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D. Analisis Data 
  Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis 
secara kualitatif dan kemudian akan dideskriptifkan mengenai 
permasalahan malpraktek yang diangkat dalam Penulisan proposal skripsi 
ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas 
mengenai tindakan malpraktek. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
Kota Makassar yang dahulu disebut Ujung Pandang adalah ibu 
kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan pusat 
pertumbuhan berbagai sektor kehidupan dan pusat pelayanan kesehatan 
di Kawasan Timur Indonesia. Karena pertumbuhan yang pesat di berbagai 
sektor serta letak geografisnya (Selat Makassar), sehingga Kota Makassar 
memegang peranan penting dalam hal sektor pelayanan termasuk 
pelayanan kesehatan dengan ditunjang sumber daya manusia serta 
fasilitas pelayanan yang memadai, selain tentunya pelayanan di sektor 
pendidikan, ekonomi, sosial dan hukum . 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di 
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur 
Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan 
kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur 
dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 
1-25 meter dari permukaan laut. Secara umum kota Makassar memiliki 
perbatasan dengan daerah disekitarnya antara lain:  
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep  
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros  
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa  
38 
 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 
175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah 
luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².  Wilayah Kota Makassar 
terbagi atas 14 kecamatan yang meliputi 143 kelurahan.  
Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis 
Makassar memberi penjelasan bahwa secara geografis Kota Makassar 
memang sangat strategis dilihat dari beberapa sisi kepentingan seperti 
ekonomi sosial maupun politik. Dan dengan hal itu maka Kota Makassar 
menjadi pusat dan pelayanan berbagai sektor kehidupan masyarakat di 
kawasan Timur Indonesia termasuk dalam hal pelayanan kesehatan. 
Sedangkan jumlah penduduk Kota Makassar menurut hasil sensus 
penduduk yang diadakan pada tahun 2010 tercatat sekitar 1.223.540 jiwa. 
Dimana pada siang hari mencapai hampir 1.500.000 jiwa yang diakibatkan 
oleh besarnya mobilitas penduduk masuk kota setiap harinya. 
Persebaran penduduk di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 1 
berikut ini: 
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Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2010 Menurut Sensus 
Penduduk 
NO KECAMATAN 
JML. PENDUDUK PERSENTASE 
(%) Pria Wanita Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Mariso 
Mamajang 
Tamalate 
Rappocini 
Makassar 
Ujung 
Pandang 
Wajo 
Bontoala 
Ujung Tanah 
Tallo 
Panakukang 
Manggala 
Biringkanaya 
Tamalanrea 
26.752 
29.745 
74.839 
69.228 
39.883 
13.814 
17.170 
29.497 
24.215 
67.186 
64.446 
48.281 
62.738 
43.255 
26.562 
29.223 
73.750 
70.263 
40.991 
14.127 
17.008 
30.779 
23.052 
64.972 
66.783 
48.351 
62.898 
43.732 
53.314 
58.968 
148.589 
139.491 
80.874 
27.941 
34.178 
60.276 
47.267 
132.158 
131.229 
96.632 
125.636 
86.987 
4,3 
4,8 
12,1 
11,4 
6,6 
2,3 
2,8 
4,9 
3,8 
10,8 
10,7 
7,8 
10,2 
7,1 
Jumlah 611.049 612.491 1.223.540 100,00 
Sumber Data: BPS Kota Makassar 2010 
Berdasarkan pemaparan singkat diatas mengenai gambaran umum 
Kota Makassar yang merupakan kota strategis di Indonesia bagian timur 
dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta mobilitas yang tinggi 
dan perkembangan perekonomian serta pembangunan di bebagai bidang 
yang lagi berkembang sehingga pelayanan dalam dunia kesehatan 
memiliki peranan yang sangat penting dimasa yang akan datang demi 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar khususnya dan 
kawasan Indonesia timur umumnya. 
 
B. Data Mengenai Malpraktek Bidan Di Kota Makassar 
1. Data Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh Bidan Di Rumah 
Sakit Siti Fatimah Makassar 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Rumah 
Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar, maka Penulis dapat 
memaparkan hasil penelitian seperti dibawah ini: 
Bahwa data yang rill mengenai tindakan malpraktek yang dilakukan 
oleh bidan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah menurut 
pihak rumah sakit sampai pada saat ini belum pernah terjadi dan pihak 
rumah sakit sama sekali tidak memiliki data tentang hal itu. 
Menurut hasil wawancara Penulis ( Tanggal 22 Agustus 2013) 
dengan ibu Juliani selaku salah satu staff ahli di Rumah Sakit Khusus Ibu 
dan Anak Siti Fatimah bahwa: 
”Sampai pada saat ini tidak pernah terjadi kasus malpraktek yang 
dilakukan oleh bidan khususnya di Rumah Sakit Khusus Ibu dan 
Anak Siti Fatimah ini, dan jika memang hal itu terjadi pasti semua 
data akan terinput dengan baik di rekam medis rumah sakit dan 
secara pribadi selama bertahun-tahun bertugas di rumah sakit ini, 
saya sama sekali belum pernah mendapati kasus yang demikian”. 
 
Melihat fakta bahwa tertutupnya informasi dari pihak rumah sakit 
Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah mengenai berapa jumlah kesalahan 
kerja yang dilakukan oleh bidan terhadap pasiennya, maka selanjutnya 
untuk mendapatkan data yang diperlukan maka Penulis melakukan 
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metode kusioner kepada bidan-bidan yang bertugas di rumah sakit 
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah yang tentunya terlebih 
dahulu Penulis telah meminta izin dari pihak rumah sakit untuk melakukan 
kegiatan penelitian dengan metode tersebut kepada seluruh bidan yang 
bertugas di rumah sakit.  
Hasil dari kusioner yang Penulis dapatkan dari sampel yakni 27 
orang bidan yang bertugas di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti 
Fatimah dari tiga ruangan yakni ruangan PNC, ANC, dan INC. Berikut 
adalah daftar-daftar pertanyaan yang Penulis ajukan dan hasil yang 
didapatkan dari 27 bidan yang menjadi sampel dari penelitian Penulis, 
yakni sebagai berikut: 
No  Pengetahuan Bidan Di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 
Siti Fatimah Tentang Tindakan Malpraktek Yang 
Dilakukan Oleh Bidan 
Ya  Tidak 
1 Apakah profesi bidan membutuhkan penyegaran terhadap 
pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan? 
27 0 
2 Selama menjalani profesi sebagai bidan, Apakah anda 
senantiasa bekerja sesuai standar profesi seorang bidan? 
20 7 
3 Adakah kemungkinan kesalahan dalam penanganan pasien 
yang dilakukan oleh bidan? 
27 0 
4 Pernahkah anda mendapat complain dari pasien yang anda 
tangani? 
13 14 
5 Dalam  menjalankan dan melakukan pertolongan kepada 
pasien yang anda tangani, apakah anda memikirkan dan 
menempuh berbagai cara untuk menangani pasiennya 
dengan tepat dan cepat? 
22 5 
6 Apakah anda mengetahui dan menyadari bahwa dalam 
pelayanan kesehatan, tindakan malpraktek bukan hanya 
sering dilakukan oleh seorang dokter dan perawat, melainkan 
juga seorang bidan? 
27 0 
7 Sebagai seorang bidan, apakah anda mengetahui dan pernah 
mendengar terjadinya kasus malpraktek yang dilakukan oleh 
seorang bidan? 
26 1 
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8 Sebagai seorang bidan, apakah anda mengetahui bahwa 
kelalaian dalam penanganan pasien yang mengakibatkan 
kerugian pada pasien itu sendiri termasuk dalam kategori 
tindakan malpraktek medik? 
27 0 
9 Tahukah anda bahwa kelalaian atau tindakan malpraktek  
medik itu melanggar hukum?  
27 0 
10 Pernahkah anda mendengar seorang bidan mendapat proses 
hukum karena tuntutan dari pasien atas dasar telah 
melakukan tindakan malpraktek? 
13 14 
 
Apa yang ditemukan oleh Penulis dari kuesioner diatas, dapat di  
simpulkan bahwa bidan yang bertugas di rumah sakit Siti Fatimah 
sebagian besar mengetahui tentang adanya tindakan malpraktek yang 
dilakukan oleh seorang bidan dalam melakukan pelayanan maupun 
perawatan terhadap pasien, sehingga menurut Penulis dengan 
berdasarkan pada hasil kusioner tersebut bahwa memang benar 
kemungkinan terjadinya tidakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang 
bidan itu ada, namun Penulis menyadari juga untuk membuktikan adanya 
dan telah terjadinya kasus malpraktek itu sulit dikarenakan tertutupnya 
pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu dari pihak rumah sakit, 
bidan maupun dari pasien yang menjadi korban.   
2. Data Dari Dinas Kesehatan Kota Makassar 
   Mengingat bahwa segala pelayanan kesehatan yang dilakukan di 
dalam masyarakat termasuk dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan 
oleh bidan secara langsung berada dibawah pengawasan dinas 
kesehatan kota maka dalam hal ini Penulis juga melakukan penelitian di 
Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk mendapatkan informasi atau data 
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mengenai berapa banyak kasus malpraktek yang dilakukan oleh bidan di 
kota Makassar. 
   Namun data atau informasi yang diharapkan oleh Penulis dari 
Dinas Kota Makassar tidak didapatkan karena pihak Dinas Kota Makassar 
juga tidak memiliki data tentang seberapa banyak kejahatan malpraktek 
yang terjadi akibat dari tindakan seorang bidan. 
   Sesuai dengan wawancara Penulis dengan pihak Dinas Kota 
Makassar bapak Dr. H. Tasmin, M.Kes selaku Kepala Bidang Bina 
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai berikut: 
Untuk data mengenai malpraktek yang dilakukan oleh seorang 
bidan, Dinas Kota Makassar sejauh ini belum memiliki data dan 
memang selama ini tidak ada laporan dari bawah baik dari rumah 
sakit maupun puskesmas dan tempat-tempat praktek persalinan 
yang ada di kota Makassar. Selama ini data yang masuk di dinas 
kota makassar adalah seberapa banyak jumlah persalinan yang 
terjadi dalam kurun waktu tertentu, bagaimana kondisi kesehatan 
dari masyarakat kota Makassar yang dihimpun dari 36 puskesmas 
dan semua rumah sakit yang ada di kota Makassar ini.  
 
   Namun mengenai upaya-upaya apa yang bisa ditempuh oleh pihak 
Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk mencegah terjadinya tindakan 
malpraktek yang dilakukan oleh bidan, bapak Dr. H. Tasmin, M.Kes selaku 
Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota 
Makassar memaparkan bahwa: 
Dinas Kesehatan Kota Makassar harus melakukan pengawasan 
terhadap semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan di 
kota makassar ini, hal itu dilakukan bukan untuk membatasi kinerja 
dari bidan-bidan tetapi melainkan untuk menjaga supaya kemudian 
bidan-bidan kita yang sedang bertugas melayani masyarakat bisa 
bekerja sesuai dengan standar profesi kebidanan sehingga hal itu 
diharapkan sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya 
tindakan malpraktek yang dilakukan oleh bidan.  
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3. Data Dari Ikatan Bidan Indonesia Kota Makassar 
  Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan sekretaris IBI 
Makassar ibu Helena Raba, ST, M.Kes. pada tanggal 1 september 2013 di 
kantor sekretariat IBI Makassar bahwa: 
Pihak IBI Makassar sama sekali sampai sekarang tidak memiliki 
data yag riil mengenai jumlah kasus malpraktek yang dilakukan 
oleh seorang bidan dikarenakan pihak IBI Makassar sendiri 
memang belum pernah melakukan audit langsung untuk mendata 
kasus-kasus seerti malpraktek medik yang dilakukan oleh bidan. 
 
Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa kendala selama ini 
sehingga IBI Makassar tidak memiliki data-data mengenai jumlah 
kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh bidan adalah 
kurangnya koordinasi dari organisasi sendiri dari bawah sampai 
pada pimpinan sehingga organisasi seperti IBI Makassar terkesan 
kaku dan tidak ada kemajuan, bahkan dalam pendataan berapa 
jumlah bidan secara umum di kota makassar sejauh ini pihak IBI 
Makassar belum pernah lakukan.  
  
   Menurut bidan Helena Raba, ST. M.Kes selaku sekretaris IBI 
Makassar bahwa untuk kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh 
bidan dapat kita temui ditengah-tengah masyarakat. Contoh paling kecil 
adalah seorang bidan yang membuka tempat praktek lalu kemudian 
melayani pasien secara umum dimana hal itu secara langsung melanggar 
Permenkes No 1464 Tahun 2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan 
Praktek Bidan, itu dikarenakan bukan merupakan wewenang seorang 
bidan yang membuka praktek untuk melayani pasien secara umum 
melainkan hanya pada pasien ibu hamil atau pada pasien yang ingin 
melakukan konsultasi kesehatan keluarga. 
   Selain hal itu malpraktek medik yang dilakukan oleh bidan dapat 
kita jumpai di instansi-instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, 
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puskesmas dan rumah bersalin. Pelayanan yang tidak tepat, cepat dan 
atau bahkan pembedaan perlakuan dalam penanganan antara pasien 
yang berekonomi lemah dengan pasien yang mampu kadang kala memicu 
bidan-bidan yang bertugas untuk memprioritaskan pasien-pasien yang 
memiliki kemampauan ekonomi yang baik dibandingkan dengan 
masyarakat yang kondisi ekonominya tidak mampu. 
   Terlambatnya penanganan pada ibu yang menjalani proses 
persalinan sampai mengakibatkan kerugian pada pihak pasien juga 
merupakan malpraktek yang sering terjadi. Kerugian yang dimaksudkan  
disini adalah kerugian fisik yakni luka, cacat sampai pada kematian bayi 
dan ibu, serta kerugian psikis pasien akibat dari pelayanan kesehatan 
yang tidak baik kadang menimbulkan perasaan trauma pada pihak pasien 
dan keluarga. 
4. Data Dari Polrestabes Makassar Tentang Malpraktek Medik 
Yang Dilakukan Oleh Bidan. 
  Penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar untuk 
mengetahui adakah laporan/kasus malpraktek bidan yang pernah 
ditangani oleh pihak Polrestabes Makassar sejauh ini. Berdasarkan hasil 
wawancara Penulis dengan pihak Polrestabes Makassar bagian Reserse 
dan Kriminal, dengan bapak AKP. Badollahi, S.H. pada hari Jumat tanggal 
23 Agustus 2013 selaku unit  bagian Reserse dan Kriminal menjelaskan 
bahwa: 
Selama ini untuk laporan adanya kasus malpraktek yang dilakukan 
oleh seorang bidan belum pernah ada dari masyarakat kita yang 
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memasukkan laporan tentang hal itu, beda halnya dengan 
malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter pihak Polrestabes 
Makassar sering mendapatkan laporan untuk dilakukan penyelidikan 
dan penyidikan akan terjadinya suatu tindakan malpraktek. 
Beliau melanjutkan bahwa ditengah - tengah masyarakat kita mugkin 
saja terjadi banyak tindakan malpraktek yang dilakukan oleh bidan 
namun kendala untuk mengusut terjadinya kasus seperti itu ialah 
karena kurangnya pemahaman dari masyarakat kita bahwa tindakan 
malpraktek merupakan tindakan yang melanggar hukum sehingga 
kesadaraan untuk melakukan laporan/aduan ke pihak polisi juga 
tidak ada. Dan biasanya untuk penyelesaian kasus-kasus malpraktek 
secara umum lebih dilakukan dengan cara mediasi antara pihak 
korban dengan pihak tenaga kesehatan yang bersangkutan ataupun 
dengan pihak intansi rumah sakit yang menjadi tempat terjadinya 
kasus malpraktek tersebut. 
selain itu bahwa meskipun tindakan malpraktek bidan digolongkan 
pada delik biasa namun selama ini terkesan seperti delik aduan 
dikarenakan pihak kepolisian juga tidak dapat melakukan sebuah 
penyelidikan dan penyidikan jika tidak terdapat aduan dari 
masyarakat yang menjadi korban tindakan malpraktek. 
 
Lebih lanjut bapak  AKP. Badollahi, S.H. menjelaskan bahwa kalau 
pun ada kasus malpraktek yang dilakukan oleh bidan yang terjadi di dalam 
masyarakat kita lalu kemudian korban melaporkan ke polisi maka pihak 
kepolisian juga mungkin akan mengalami kendala-kendala dalam 
memproses laporan adanya tindakan malpraktek yang dilakukan oleh 
bidan tersebut antara lain: 
1. Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hukum 
kesehatan.  Hukum kesehatan adalah merupakan hal yang baru 
di Indonesia. Sehingga aparat penegak hukum masih sulit untuk 
dapat menyelesaiakan atau memproses kasus-kasus yang 
berkaitan dengan malpaktek.  Selain itu malpraktek atau kasus-
kasus yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tidaklah sama 
dengan tindak pidana pada umumnya. Sebagai bahan 
perbandingan, ,misalnya untuk dapat menentukan kesalahan dari 
pengemudi yang menyebabkan kecelakaan, sehingga 
mengakibatkan orang lain terluka atau bahkan meninggal. Aparat 
penegak hukum dapat dengan mudah menentukan ukuran 
pengemudi yang memiliki kemampuan rata-rata. Sedangkan pada 
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kasus malpraktek hal ini tidak mudah untuk menentukan 
kemampuan rata-rata dari setiap tenaga kesehatan. 
2. Sulitnya untuk membuktikan kesalahan bidan  Untuk dapat 
membuktikan kesalahan bidan, terlebih lagi yang disebabkan oleh 
kelalaian bukanlah hal yang mudah. Karena dalam kesalahan 
yang dilakukan oleh bidan banyak faktor yeng mempengaruhi dan 
menjadi latar belakang dari timbulnya kesalahan tersebut. 
 
  Namun sampai pada saat ini data mengenai adanya kasus 
malpraktek medik yang dilakukan oleh seorang bidan di kota Makassar 
belum terdapat di pihak Polrestabes Makassar. 
5. Kasus Mengenai Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh Bidan 
Di Masyarakat 
   Melihat bahwa di instasi-instansi pelayanan kesehatan di Kota 
Makassar yakni Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ikatan Bidan Indonesia 
Kota Makassar (IBI Makassar) tidak terdapat data yang rill mengenai 
malpraktek medik yang dilakukan oleh bidan serta tertutupnya pihak 
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah untuk memberikan 
informasi tentang gambaran kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh 
bidan tersbut, maka dalam hal ini Penulis mencoba melakukan penelitian 
langsung di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan contoh kasus 
yang nyata mengenai kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh bidan. 
   Berikut adalah kasus malpraktek yang Penulis dapatkan di 
masyarakat: 
a. Kasus Pertama 
 
Identitas Korban 
Nama Suami : Fidelis , umur 40 tahun, Pegawai Swasta 
Nama Istri : Cornelia R, Umur 37 tahun, Pegawai Swasta 
Nama Korban : Jaqueline, 9 tahun 
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Alamat  : Jalan Wijaya Kusuma 5 
Rumah Sakit  : R.S. Stella Maris 
Korban   : Anak Mengalami Cacat 
 
Kronologi Kejadian 
 
Pada tanggal 10 Desember 2004, ibu Cornelia (37) menjalani 
proses persalinan di Rumah Sakit Stella Maris dengan ditangani oleh 
seorang dokter coas dan seorang bidan. Pada waktu proses persalinan, 
bidan yang membantu dokter dalam proses persalinan tersebut menarik 
bahu bayi pada saat dilahirkan terlalu keras sehingga mengakibatkan 
lengan kanan bayi tidak bergerak pada saat lahir. Melihat adanya kelainan 
pada lengan kanan bayi yang tidak dapat bergerak, pihak keluarga 
mempertanyakan pada bidan yang bersangkutan, kenapa lengan kanan 
bayi kami tidak dapat bergerak. Selanjutnya bidan tersebut hanya  
menjawab “Tidak apa-apa ji itu bu, nanti akan baik sendiri ji”.  
Menurut pemaparan dari ibu Cornelia sendiri, bahwa setelah 1 
minggu pasca persalinan, pihak keluarga memperhatikan bahwa lengan 
kanan bayi mereka tidak pernah bergerak sama sekali sehingga pihak 
keluarga memeriksakan bayinya ke dokter, alhasil setelah dilakukan 
rontogen oleh dokter menyatakan bahwa terdapat retakan tulang pada 
lengan kanan bahu dan siku bayi yang menyebabkan lengan kanan bayi 
tidak dapat digerakkan. Menurut pemaparan dokter bahwa lengan kanan 
bayi mengalami keretakan pada tulang disebabkan karena penanganan 
yang salah pada saat proses persalinan. 
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Mengetahui bayinya mengalami kelumpuhan pada lengan 
kanannya akibat kesalahan penanganan bidan pada proses persalinan, 
pihak keluarga sama sekali tidak mengambil langkah hukum karena pada 
saat itu pihak keluarga tidak mengetahui apa-apa tentang tindakan 
malpraktek ditambah bahwa bidan dengan dokter yang menangani sang 
ibu pada saat persalinan masih memiliki hubungan keluarga. Sampai saat 
ini kondisi lengan si anak masih belum normal setelah melakukan 2 kali 
operasi dan beberapa kali terapi semenjak si anak dilahirkan. 
b. Kasus Kedua 
 
Identitas Korban 
Nama Istri : Noviance 24 tahun, Ibu Rumah Tangga 
Nama Suami : Sutrisno 30 tahun, Satpam 
Alamat  : Jalan Tinggi Mae No. 3 
Rumah Sakit  : Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah 
Korban   : Bayi Meninggal 
 
Kronologi Kejadian 
Pada tanggal 29 Juni 2012 pukul 08.00 Wita, Ibu Noviance masuk 
Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah karena merasakan sakit pada 
perutnya dan sudah merasakan tanda-tanda ingin melahirkan/kontraksi. 
Menurut pengakuan ibu Noviance pada Penulis bahwa pada saat 
pemeriksaan oleh bidan, ibu Noviance dianjurkan untuk pulang ke 
rumahnya dikarenakan menurut bidan pembukaan masih sementara 1 jari 
atau pembukaan pertama dan untuk proses persalinan masih akan lama 
sehingga dianjurkan untuk kembali esok harinya. 
Tanggal 30 Juni 2012 pada pukul 08.00 Wita, ibu Noviance kembali 
ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah untuk menjalani proses 
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persalinan, setelah di rumah sakit ibu Noviance yang sudah mengalami 
pembukaan 3 dianjurkan oleh bidan untuk melakukan aktifitas jalan-jalan 
ringan supaya pembukaannya lebih cepat, padahal menurut standar 
pelayanan medik bidan bahwa ibu hamil yang dalam proses persalinan 
wajib mendapatkan penanganan dan pelayanan secepat mungkin demi 
keselamatan nyawa ibu dan anak. 
Lebih lanjut ibu Noviance menjelaskan bahwa sekitar pukul 15.00 
Wita ibu Noviance mengalami pecah ketuban sementara pembukaannya 
belum sempurna. Melihat kondisi ibu Noviance yang sudah kehabisan 
tenaga untuk mengendan, bidan-bidan yang bertugas pada saat itu malah 
tidak melakukan penanganan secepatnya, melainkan saling melempar 
tanggung jawab satu sama lain untuk berkordinasi dengan dokter 
secepatnya. Menurut standar pelayanan kebidanan  bahwa bagi ibu yang 
sedang menjalani proses persalinan dan sudah tidak dapat mengendan 
lagi maka secepatnya harus dtinagani melalui proses operasi caesar.  
Namun sampai pada pukul 03.00 pagi tanggal 1 Juli 2012 ibu 
noviance tidak mendapatkan pertolongan lebih lanjut untuk dilakukan 
operasi Caesar yang seharusnya dilakukan oleh pihak rumah sakit 
semenjak ibu Noviance mengalami pecah ketuban pada tanggal 30 Juni 
2012 yang mengakibatkan bayi ibu Noviance meninggal dalam 
kandungan. Meninggalnya bayi ibu Noviance tersebut, tidak lain dan tidak 
bukan dikarenakan oleh lambatnya penanganan dari bidan-bidan yang 
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bertugas serat tidak adanya penanganan lebih lanjut dari pihak rumah 
sakit. 
Menurut ibu Noviance, bahwa pada saat itu sebenarnya dokter dan 
bidan-bidan yang bertugas memiliki waktu yang cukup untuk melakukan 
penanganan langsung proses persalinan pada dirinya baik itu melalui 
proses persalinan normal maupun caesar, namun hal itu sama sekali tidak 
dilakukan oleh petugas kesehatan yang bersangkutan sehingga nyawa 
bayi ibu Noviance tidak dapat tertolong. 
Setelah kejadian tersebut, suami dari ibu Noviance berniat untuk 
mengambil langkah hukum atau penuntutan terhadap pihak rumah sakit 
atas dasar pelayanan yang tidak baik dan memuaskan dari pihak rumah 
sakit yang menyebabkan bayinya meninggal. Namun langkah itu urung 
dilakukan oleh pihak keluarga ibu Noviance karena mengingat banyaknya 
biaya yang harus dikeluarkan jika ingin melakukan penuntutan terhadap 
rumah sakit sementara kondisi ekonomi dari keluarga ibu Noviance yang 
tidak mampu.    
c. Kasus Ketiga 
 
Identitas Korban 
Nama Suami  : Herliadi , umur 40 tahun, Pelayaran 
Nama Istri : Susanti, umur 29 tahun, Ibu Rumah Tangga 
Alamat   : Jalan Sungai Limbogo lorong 56 No. 26 Makassar 
Korban   : Ibu dan Anak Meninggal Dunia 
 
Kronologi Kejadian 
 
Tanggal 16 Februari 2013 ibu Susanti melakukan pemeriksaan di 
Puskesmas Makassau, setelah melakukan pemeriksaan dibidan 
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puskesmas, ibu Susanti memiliki tekanan darah 140/100 yang menurut 
bidan dengan tekanan darah yang demikian termasuk dalam tanda-tanda 
bahaya bagi ibu hamil, sehingga ibu susanti disarankan untuk pulang 
istirahat. 
Ibu Susanti yang sudah hamil 9 bulan merasakan tanda-tanda ingin 
melahirkan sehingga pada tanggal 18 februari 2013 sore harinya ibu 
susanti mengunjungi salah satu tempat praktek bidan di Barabarayya, 
karena kondisi ibu Susanti yang semakin lemah dengan tekanan darah 
160/140 dan semakin dekat dengan proses persalinan, dimana bidan 
tersebut menyarankan ibu susanti untuk ke tempat salah satu dokter ahli 
kandungan, dimana seharusnya bidan yang bersangkutan memberikan 
surat rujukan langsung ke rumah sakit karena mengingat ibu Susanti 
sudah mengalami tanda-tanda bahaya untuk ibu hamil. 
Setelah dari dokter ahli kandungan, ibu Susanti baru mendapatkan 
surat rujukan untuk segera ke Rumah Sakit Siti Fatimah. Mendapat 
rujukan dari dokter, ibu Susanti langsung kerumah sakit Siti Fatimah untuk 
melakukan proses persalinan. Menurut hasil wawancara Penulis dengan 
ibu Rosmia sebagai ibu kandung dari ibu Susanti yang menemani waktu 
kerumah sakit Siti Fatimah bahwa: 
Waktu sampai di rumah sakit karena kondisi anak saya yang sudah 
lemah, petugas rumah sakit langsung memberikan infus, disamping 
itu karena Susanti mengalami batuk-batuk selanjutnya bidan yang 
bertugas pada saat itu langsung memberikan obat batuk tanpa 
berbicara terlebih dahulu dengan dokter rumah sakit, akibatnya 
anak saya langsung mengalami kejang-kejang lalu kemudian keluar 
busa dari mulutnya dan tidak lama dari itu akhirnya anak saya 
meninggal. 
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Lanjut ibu Rosmia menerangkan bahwa hal yang sangat saya 
sayangkan ialah pada waktu anak saya mengalami kejang-kejang 
dan kritis, dokter dan bidan yang bertugas pada saat itu tidak 
secepatnya mengambil tindakan untuk melakukan pertolongan 
pada anak saya dan cuma terlihat panik tanpa adanya penanganan 
langsung. 
 
Sambung ibu Rosmia bahwa setelah kejadian itu menantu saya 
ingin melakukan tuntutan hukum kepada pihak rumah sakit atas 
dasar pelayanan yang tidak baik dan cepat dari pihak rumah sakit 
yang mengakibatkan anak dan istrinya meninggal dunia, tetapi 
kemudian saya larang karena sudah mengikhlaskan dan saya 
berpikiran bahwa itu sudah merupakan takdir.   
 
Menanggapi hal itu, suami korban hanya bisa pasrah dan tidak bisa 
berbuat apa-apa, menurutnya karena kelalaian dan keterlambatan 
penanganan dari dokter dan bidan yang bertugas pada saat itu ia harus 
kehilangan istri dan anaknya, dikarenakan belum sempat menjalani 
proses persalinan istrinya sudah meninggal dunia. 
Selanjutnya bapak Herliadi menambahkan bahwa pada saat itu ia 
sudah melakukan protes kepada pihak rumah sakit namun tidak 
ditanggapi dengan baik dan serius sehingga beliau berniat untuk menuntut 
pihak rumah sakit namun hal itu tidak dilakukan karena saran dari ibu 
mertuanya agar tidak memperpanjang persoalan dan mencoba untuk 
menerima semuanya dengan ikhlas dan lapang dada. 
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C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Malpraktek Yang 
Dilakukan Oleh Bidan 
   Terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan disebabkan 
karena beberapa faktor, menurut analisa Penulis faktor-faktor yang 
menjadi penyebab terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan yakni: 
1. Kelalaian  
   Kelalaian adalah suatu kesalahan yang dilakukan dengan tidak 
sengaja, atau kurang hati-hati, atau kurang penduga-duga. Akibat yang 
terjadi karena kelalaian sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pembuat.  
Didalam KUHP, tindak pidana yang sebabkan oleh kelalaian diatur dalam 
Pasal 359,360 dan 361 KUHP.  
  Pasal 359:  
Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya 
satu tahun.  
 
  Pasal 360:  
1) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka 
berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 
tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.  
2) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka 
sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau 
tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya 
sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 
sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam 
bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500,. 
 
  Pasal 361:  
Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam 
melakukan sesuatujabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat 
ditambah sepertiganya dan sitersalah dapat dipecat dari 
pekerjaannya, dalam mana waktu kejahatan itu dilakukan dan hakim 
dapat memerintahkansupaya keputusannya itu diumumkan. 
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Mengenai penyebutan kelalaian dengan “karena kesalahannya”, 
menurut Penulis hal ini kurang tepat, karena dalam hukum pidana, 
kesalahan lebih luas pengertiannya yaitu menyangkut kelalaian (culpa) 
dan kesengajaan (dolus). Kelalaian adalah salah satu faktor yang sering 
dijadikan sebagai penyebab terjadinya malpraktek. Bahkan ada juga yang 
menyebutkan bahwa kelalaian dan malpraktek adalah istilah yang memiliki 
maksud yang sama. Hal ini dapat dilihat dari pengertian-pengertian 
malpraktek yang diberikan oleh beberapa sarjana. Misalnya pengertian 
yang diberikan oleh Jusuf Hanafiah yang menyebutkan bahwa malpraktek 
medik adalah kelalaian seorang tenaga kesehatan untuk mempergunakan 
tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan 
dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran 
dilingkungan yang sama.  
Mengenai malpraktek yang dilakukan oleh bidan, kemungkinan 
terjadinya malpraktek dikarenakan oleh kelalaian sangatlah besar. 
Contohnya saja seorang bidan yang memberi obat kepada pasien ibu 
hamil tanpa konsultasi lebih dahulu dengan dokter yang lebih paham 
mengenai kondisi yang dialami oleh pasien.   
2. Kurangnya Pengetahuan dan Pengalaman   
Pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan 
dari seorang bidan baik itu dirumah sakit ataupun ditempat praktek 
persalinan tentu saja mengharapkan dengan kemampuan dan 
pengetahuannya di bidang kesehatan , bidan tersebut dapat 
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membantunya untuk menjalani proses persalinan dengan baik sehingga 
bayinya bisa lahir dengan selamat. 
 Bagi ibu atau wanita hamil yang datang untuk mendapatkan 
pelayanan dari seorang bidan tentu saja mengharapkan agar bidan 
tersebut dapat membantunya melahirkan tanpa ada suatu hal yang tidak 
diharapkan untuk terjadi yang dapat membahayakan kesehatan dari sang 
ibu atau bayinya.  
Akan tetapi sering terjadi, bahwa dalam pelayanan dan perawatan 
yang diberikan oleh bidan kepada pasiennya, terjadi kesalahan-kesalahan 
yang dilakukan oleh bidan yang membahayakan kesehatan pasien atau 
mungkin mengakibatkan sang pasien menjadi cacat atau bahkan 
meninggal dunia. Hal tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya 
pengetahuan dari bidan. Kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya 
pengetahuan bidan tersebut dapat terjadi ketika melakukan diagnose, 
penanganan pada proses persalinan dan pada perawatan yang harus 
diberikan kepada pasien.  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu 
pesatnya semakin memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan 
termasuk bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. Oleh karena itu seorang bidan diharapkan mampu mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.  
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Didalam Kode Etik Bidan, juga dicantumkan bahwa salah satu 
kewajiban bidan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya 
sesuai dengan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurangnya pengalaman 
juga dapat menjadi penyebab terjadinya malpraktek atau praktek yang 
dibawah standar. Karena dari pengalaman inilah seorang bidan semakin 
belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesinya sebagai 
bidan. Melalui pengalaman inilah seorang bidan harus dapat 
menggunakan ilmu yang didapatnya ketika menjalani pendidikan. 
3. Faktor Ekonomi   
Perkembangan yang terjadi didalam masyarakat yang sangat cepat 
sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat mengenai berbagai 
segi kehidupan. Segi positif dari perkembangan ini misalnya masyarakat 
semakin menyadari hak- haknya dan cara berpikir pun menjadi semakin 
kritis terhadap berbagai segi kehidupan.  Sedangkan segi negatifnya 
adalah masyarakat menjadi semakin materialistik, hedonistik dan 
konsumtif, dimana materi menjadi tolok ukur utama dalam menilai suatu 
masalah dan hidup menjadi seolah-olah “perlombaan” mencari materi. 
  Seorang bidan selain dalam profesinya adalah juga merupakan 
manusia biasa. Didalam kehidupannya, seorang bidan tentu saja 
mempunyai kebutuhan- kebutuhan yang harus dipenuhi. Terlebih lagi 
disaat ini ketika kehidupan ekonomi di Indonesia sedang mengalami masa 
sulit. Dengan kondisi seperti itu tidak menutup kemungkinan, bahwa 
keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan mencari materi, telah 
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menutupi peran yang mulia dari profesi bidan. Yang menjadi fokus dalam 
pelaksanaan praktek bidan hanyalah imbalan yang akan didapat dari sang 
pasien. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi tidak 
maksimal.  
Contoh malpraktek bidan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, 
misalnya bidan dengan diberikan imbalan uang tertentu membuka rahasia 
dari pasiennya kepada orang lain yang tidak berhak untuk mengetahui 
rahasia tersebut. Padahal seorang bidan dilarang untuk membuka rahasia 
dari pasiennya kepada orang lain, kecuali jika diminta pengadilan untuk 
keperluan kesaksian. Hal ini diatur dalam Kode Etik Bidan maupun dalam 
hukum pidana.  
Di dalam kode etik bidan hal ini diatur dalam Bab I tentang 
kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, yaitu pada butir  (1) yang 
berbunyi: “setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan 
mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas 
pengabdiannya”. Dalam sumpah jabatannya bidan tersebut telah 
bersumpah bahwa seorang bidan hanya boleh membuka rahasia 
pasiennya/kliennya apabila diminta untuk keperluan kesaksian 
pengadilan. Sedangkan didalam KUHP ketentuan ini diatur dalam  Pasal 
322 KUHP yang berbunyi: 
1) Barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia,yang 
menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang 
maupun yang dahulu iadiwajibkan menyimpannya, dihukum 
penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.9000. 
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2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan, 
maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu. 
   
Contoh lain perbuatan malpraktek bidan yang dilakukan karena 
faktor ekonomi adalah bidan yang dengan diberikan uang atau imbalan 
tertentu melakukan pengguguran kandungan (abortus provocatus 
criminalis) yang tidak berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan 
dilakukan pengguguran kandungan. Perbuatan ini diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 349 KUHP yang berbunyi: “jika seorang dokter, bidan 
atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, 
ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan 
dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak 
untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan”. 
Selain diatur dalam Pasal 349 KUHP, tindakan pengguguran kandungan 
tanpa indikasi medis ini juga diatur dan diancam pidana berdasarkan 
Pasal 80 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang 
berbunyi:”barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis 
tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000. 
4. Faktor Rutinitas   
Seorang bidan yang sehari-harinya selalu menangani klien atau 
pasien dapat juga terjebak dalam keadaan dimana pekerjaan atau 
profesinya tersebut menjadi sebuah rutinitas belaka. Hal ini dapat juga 
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menjadi faktor penyebab terjadinya malpraktek atau pelayanan yang 
dibawah standar. Karena dengan menjadikan praktek pelayanannya 
menjadi sebuah rutinitas, kemungkinan kehati- hatian atau ketelitian 
dalam melaksanakan tugasnya menjadi berkurang. Sehingga 
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan proses persalinan 
dan  perawatan menjadi semakin besar. 
5. Faktor Pelayanan Kesehatan Yang Dibeda-Bedakan Antara 
Masyarakat Mampu Dengan Masyarakat Yang Tidak Mampu 
Di dalam masyarakat kita terdapat stigma bahwa yang kaya selalu 
didahulukan dalam segala hal dan hal itu berlaku juga dalam pelayanan 
dunia kesehatan. Menurut hasil analisa Penulis dalam beberapa penelitian 
bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun tempat-tempat 
pelayanan kesehatan lainnya, pelayanan kepada masyarakat yang kondisi 
ekonominya menengah keatas lebih diutamakan dibandingkan dengan 
masyarakat yang berekonomi lemah sehingga tak jarang pasien yang 
lemah secara ekonomi lambat mendapat penanganan dan pelayanan 
sehingga menyebabkan pasien mengalami kerugian atau bahkan hal-hal 
yang membahayaakan nyawa sang ibu dan anak. 
6. Perubahan Pola Hubungan Bidan Dengan Pasien 
Hubungan tenaga kesehatan bidan dengan pasien, pada masa kini 
telah beralih dari hubungan paternalistik ke hubungan otonom. Pasien 
semakin menyadari hak- hak dan kewajibannya dalam bidang pelayanan 
kesehatan. 
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Dahulu masyarakat dapat dikatakan selalu patuh kepada tenaga 
kesehatan tanpa dapat bertanya apapun karena ketidaktahuan atas hak-
haknya. Tetapi pada masa kini pandangan tersebut mulai ditinggalkan. 
Pandangan bahwa tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan selalu 
benar, kini telah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan-pandangan 
yang kritis.  Dahulu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat posisi tenaga kesehatan berada diatas pasien. Dengan kata 
lain antara tenaga kesehatan dengan pasien mamiliki hubungan yang 
bersifat vertikal paternal. 
Sedangkan pada saat ini seiring dengan meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan hak-hak kesehatannya maka hubungan tersebut 
berubah menjadi hubungan yang bersifat horizontal otonom. Yaitu posisi 
antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah seimbang. Sehingga 
apabila ada tindakan tenaga kesehatan yang merugikan pasien maka 
tenaga kesehatan tersebut dapat dituntut oleh pasien yang merasa 
dirugikan. 
7. Faktor Kurangnya Pengawasan Dari Pemerintah Dan Pihak-Pihak 
Yang Terkait Terhadap Bidan Yang Melakukan Tindakan 
Malpraktek. 
Terjadinya tindakan malpraktek yang dilakukan oleh bidan selama 
ini memang belum sepopuler tindakan malpraktek yang dilakukan oleh 
dokter sehingga malpraktek yang dilakukan bidan itu kurang mendapatkan 
perhatian dan pengawasan dari pemerintah maupun pihak-pihak yang 
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terkait yang memiliki wewenang untuk mengawasi hal itu seperti Dinas 
Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia Kab/Kota, sehingga adanya kasus 
malpraktek bidan yang terjadi di masyarakat kita terkesan tidak pernah 
ada, dimana hal tersebut menyebabkan tidak adanya upaya pencegahan 
maupun penindakan terhadap tindakan malpraktek bidan dari pemerintah 
dan instansi-instansi terkait yang tentunya secara langsung merugikan 
masyarakat kita. 
 
D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya 
Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan 
Mengenai upaya-upaya pencegahan tindak pidana malpraktek 
yang dilakukan oleh bidan ini, Penulis membagi menjadi dua bagian. Yaitu 
upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh bidan itu sendiri dan upaya 
pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan 
pelayanan kebidanan pada khususnya dan pelayanan kesehatan pada 
umumnya. 
a. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh bidan itu sendiri adalah: 
1. Meningkatkan pengetahuan dari para tenaga kesehatan khususnya 
bidan, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
seorang bidan dapat memeberikan pelayanan yang baik sehingga 
dapat mengurangi tingkat kelalaian yang dapat mengakibatkan 
terjadinya tindakan malpraktek.  
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2. Seorang bidan harus melakukan diagnosa dan penanganan 
secepatnya yang baik dan benar kepada pasien yang sedang 
ditangani sesuai dengan standar pelayanan kebidanan sehingga 
pasien dapat menjalani proses persalinan dengan baik, lancar dan 
selamat, begitu pun dalam hal perawatan setelah pasien menjalani 
proses persalinan. Selanjutnya seorang bidan hanya berkewajiban 
untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh 
kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan 
perhatiannya sesuai dengan Standar Profesi Bidan. 
3. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan 
upayanya terhadap pasien yang ditanganinya melainkan berusaha 
melakukan yang terbaik untuk keselamatan ibu dan anak. Pasien 
yang datang untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan dari 
seorang bidan tentu saja mengharapkan dengan kemampuan dan 
pengetahuannya di bidang kesehatan, bidan tersebut dapat 
membantunya untuk memperbaiki kesehatannya. 
Bagi ibu atau wanita hamil yang datang untuk mendapatkan 
pelayanan persalinan ataupun perawatan dari seorang bidan tentu 
saja mengharapkan agar bidan tersebut dapat membantunya 
melahirkan tanpa ada suatu hal yang tidak diharapkan untuk terjadi 
yang dapat membahayakan kesehatan dari sang ibu atau bayinya.  
Dalam hal ini, bidan sebaiknya tidak menjanjikan atau memberi 
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garansi bahwa upaya yang akan dilakukannya akan sepenuhnya 
akan berhasil.  
Hal ini karena upaya yang dilakukan bidan dalam pelayanan 
pasiennya termasuk dalam perjanjian upaya 
(inspanningsverbintenis) dan bukan perjanjian yang bersifat 
resultaatverbintenis.Yang dimaksud dengan inspanningsverbintenis 
atau perjanjian upaya adalah kedua belah pihak yang berjanji 
berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang 
diperjanjikan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
Resultaatverbintenis adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang 
berjanji kan memberikan suatu Resultaat,yaitu suatu hasil yang 
nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 
4. Sebelum Melakukan Tindakan Medis Agar Selalu Dilakukan 
Persetujuan Tindakan Medis. 
Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) adalah 
persetujuan sepenuhnya yang diberikan oleh pasien atau walinya 
(bagi bayi,anak dibawah umur dan pasien yang tidak sadar) kepada 
bidan untuk melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan. 
5. Mencatat Semua Tindakan Yang Dilakukan Dalam Rekam Medis.  
Pelayanan di rumah sakit khususnya pelayanan dalam proses 
persalinan sangat perlu untuk selalu mencatat semua tindakan 
yang dilakukan dalam rekam medis.  Pengaturan mengenai Rekam 
Medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
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Indonesia No.749a/MENKES/Per/XII/1989 tentang Rekam 
Medis/Medical Record (selanjutnya disebut Permenkes Rekam 
Medis). Pengertian Rekam Medis menurut Pasal 1 huruf a 
Permenkes Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan 
tentang identitas pasien, pemeriksaan,pengobatan, tindakan, dan 
pelayanan lain pada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. 
Didalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia  No.900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan 
Praktek Bidan disebutkan yang dibuat dalam rekam medis 
sekurang-kurangnya:  
a) Identitas pasien  
b) Data kesehatan  
c) Data persalinan  
d) Data bayi yang dilahirkan (panjang badan dan berat lahir)  
e) Tindakan dan obat yang diberikan.   
Petugas pembuat rekam medis ditentukan dalam Pasal 3 
Permenkes Rekam Medis adalah dokter dan atau tenaga 
kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada 
pasien. Rekam medis ini sangat berguna, terutama untuk 
menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai 
dengan Standar Profesi. Dan untuk menentukan kesalahan 
bidan apabila terjadi tindakan malpraktek. 
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6. Bidan Menjalin Komunikasi Yang Baik Dengan Pasien, Keluarga 
Dan Masyarakat secara umum.  
Seorang bidan dalam kesehariannya, hidup didalam lingkungan 
masyarakat. Biasanya masyarakat ini pulalah yang akan menjadi 
pasien atau klien dari bidan tersebut. Menjalin komunikasi yang 
baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat bagi seorang bidan 
adalah salah satu hal yang sangat penting. Komunikasi yang baik 
antara pasien dengan bidan itu dapat pula mulai dilakukan di rumah 
sakit, puskesmas maupun tempat praktek persalinan sebelum 
melakukan proses persalinan itu sendiri.  
Kedudukan bidan dalam sistem pelayanan kesehatan tidak saja 
sebagai pemberi pelayanan kesehatan, akan tetapi sering pula 
bidan menjadi semacam tempat bebagi permasalahan dari klien 
maupun keluarganya. Seorang wanita dalam keadaan hamil, 
melahirkan ataupun pada masa nifas, seringkali mendapat 
gangguan pada emosinya atau pada kesehatan mentalnya. Dalam 
keadaan seperti ini seringkali ia ingin mencurahkan segala 
permasalahan dirinya secara pribadi maupun keluarga pada 
seseorang yang mau mendengarkannya. Biasanya orang tersebut 
adalah bidan, yang pada waktu-waktu tersebut sangat dekat 
dengan klien.  
Oleh karena itu sangat penting untuk menjalin komunikasi yang 
baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat agar ketika 
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mendapat pertolongan persalinan dan  perawatan dari bidan sang 
klien atau pasien merasa nyaman sehingga dapat memberi 
kepercayaan kepada bidan untuk membantunya. 
b. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait 
dengan pelayanan kebidanan:  
i. Melakukan Pembinaan Kebidanan Yang Lebih Baik. 
Pada saat ini telah banyak bermunculan lembaga pendidikan 
kebidanan (biasanya dengan nama Akademi Kebidanan atau 
disingkat Akbid), baik yang dimiliki pemerintah, daerah, ataupun 
swasta.  Hal ini mencerminkan besarnya minat masyarakat yang 
ingin mempelajari ilmu kebidanan dan berkecimpung dalam profesi 
bidan.Oleh karena, menjadi tanggung jawab bagi lembaga 
pendidikan kebidanan tersebut untuk membina dan melatih para 
peserta pendidikan kebidanan agar dapat menghasilkan bidan-
bidan yang berkualitas. Para peserta pendidikan kebidanan inilah 
yang nantinya akan menjadi calon-calon bidan yang akan melayani 
didalam masyarakat. Sehingga terjadinya tindakan malpraktek yang 
dilakukan oleh bidan dapat dicegah dari awal atau bahkan dapat 
dihilangkan.  
ii. Meningkatkan Peran Dan Pengawasan Dari Pemerintah 
Khususnya Dinas Kesehatan. 
Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh bidan perlu mendapat 
perhatian dan pengawasan yang lebih dari pemerintah dalam hal ini 
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dinas kesehatan, karena selama ini pengawasan, pencegahan, 
penanggulanngan maupun penindakan terhadap tindakan 
malpraktek yang dilakukan oleh bidan tidak pernah dilakukan, 
bahkan untuk memproleh data mengenai adanya kasus malpraktek  
yang dilakukan oleh bidan, pemerintah atau dinas kesehatan sama 
sekali tidak memiliki data tentang hal itu padahal realita yang terjadi 
di masyarakat terdapat banyak kasus malpraktek yang dilakukan 
oleh bidan. 
iii. Memaksimalkan Peran IBI Kota Makassar 
IBI Kota Makassar sebagai wadah organisasi profesi bagi bidan 
tentu saja diharapkan agar dapat mengawasi dan membina 
anggotanya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang 
memuaskan kepada masyarakat. Sehingga tindakan malpraktek 
yang dilakukan oleh bidan dapat ditanggulangi. Adapun bagi bidan 
yang telah melakukan tindakan malpraktek diharapkan IBI, 
pemerintah maupun kepolisian untuk memberikan sanksi kode etik 
baik itu berupa pencabutan surat izin praktek maupun sanksi 
pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.   
iv. Partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi jika terjadi 
tindakan malpraktek yang dilakukan oleh bidan dan kesadaran 
hukum dari masyarakat kita untuk menempuh jalur hukum apabila 
menjadi korban dari tindakan malpraktek sehingga kemudian 
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muncul efek jera sebagai langkah pre emtif untuk menanggulangi 
terjadinya tindakan malpraktek bidan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka 
Penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Hal-hal yang menjadi faktor penyebab sehingga seorang bidan 
melakukan malpraktek tindakan malpraktek adalah: 
a. Karena kelalaian dari bidan yang melakukan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. 
b. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman  dari bidan itu sendiri 
c. Faktor ekonomi yang dapat menyebabkan seorang bidan 
melakukan tindakan malpraktek   
d. Faktor rutinitas yang membuat seorang bidan terjebak dalam 
keadaan dimana pekerjaan atau profesinya tersebut menjadi 
sebuah rutinitas belaka.    
e. Faktor pelayanan kesehatan yang dibeda-bedakan antara 
masyarakat mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. 
f. Adanya perubahan pola hubungan bidan dengan pasien.  
g. Faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah dan pihak-pihak 
yang terkait terhadap bidan.  
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh bidan dan pihak-pihak yang 
terkait dalam menanggulangi terjadinya tindakan malpraktek bidan 
adalah: 
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a. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh bidan itu sendiri 
a) Meningkatkan pengetahuan dari para tenaga kesehatan 
khususnya bidan, sehingga dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat seorang bidan dapat memeberikan 
pelayanan yang baik. 
b) Bidan harus melakukan diagnosa dan penanganan 
secepatnya yang baik dan benar kepada pasien yang 
sedang ditangani sesuai dengan standar pelayanan 
kebidanan. 
c) Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan 
upayanya terhadap pasien yang ditanganinya melainkan 
berusaha melakukan yang terbaik untuk keselamatan ibu 
dan anak. 
d) Sebelum melakukan tindakan medis agar seorang bidan 
selalu melakukan persetujuan tindakan medis. 
e) Mencatat semua tindakan yang dilakukan oleh bidan dalam 
rekam medis 
f) Bidan sebaiknya menjalin komunikasi yang baik dengan 
pasien, keluarga dan masyarakat secara umum.  
b.  Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
terkait dengan pelayanan kebidanan pada khususnya dan 
pelayanan kesehatan pada umumnya 
a) Melakukan pembinaan terhadap bidan-bidan 
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b) Meningkatkan peran dan pengawasan dari pemerintah 
khususnya pengawasan dari Dinas Kesehatan. 
c) Memaksimalkan peran dari IBI Kota Makassar 
d) Meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan aparat 
kepolisian. 
 
B. Saran 
a. Mencegah terjadinya tindakan malpraktek yang dilakukan oleh 
bidan harus dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya 
ialah menumbuhkan kesadaran dari semua pihak yang terlibat 
yakni, kesadaran dari bidan itu sendiri untuk meningkatkan 
pengetahuan, kemampuan pelayanan kesehatan yang baik serta 
pihak-pihak yang terkait untuk lebih memaksimalkan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat maupun pengawasan kepada para 
tenaga kesehatan yang bertugas dalam melayani masyarakat 
sehingga masyarakat dapat merasa aman dan tidak dirugikan. 
b. Sebaiknya masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan 
tindakan malpraktek yang mereka alami jika memang hal itu terjadi. 
Hal ini dimaksudkan supaya bidan yang melakukan tindakan 
malpraktek dapat diproses secara hukum atau minimal 
mendapatkan sanksi kode etik berupa pencabutan izin praktek 
sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan kehati-
hatian dari para petugas kesehatan khususnya bidan dalam 
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melaksanakan tugasnya, dimana pada akhirnya hal tersebut dapat 
mengurangi kelalaian dan kesalahan bidan dalam melakukan 
pelayanan kesehatan.   
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